
  
 

BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT  

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

 

NOMOR  70 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

MAL PELAYANAN PUBLIK 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI PANGANDARAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 
publik pada birokrasi pemerintah yang 

diselenggarakan dengan cepat, terjangkau dan mudah 
serta mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada 

masyarakat, diperlukan adanya peningkatan kualitas 
pelayanan publik dalam satu tempat; 

b. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 
dengan diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik  

yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai 
layanan dalam satu gedung yang sama dengan 

pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan 
akuntabel serta bebas dari pungutan liar dan 

meningkatkan daya saing global dalam memberikan 
kemudahan berusaha di daerah; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota melaksanakan 
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan 

Pubik; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5363); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
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Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617);  
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1573); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 11); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 9); 
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 

70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta 
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Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41); 
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2022 

tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah 
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 56); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG MAL 

PELAYANAN PUBLIK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
Definisi 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati Pangandaran ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangandaran 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pangandaran. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 
perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pangandaran. 
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah setiap institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik. 
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang 

selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah 
satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang 
berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 
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korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 
publik. 

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
11. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP 

adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas 

penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan 

perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat 
maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam 
rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, 
terjangkau, aman, dan nyaman. 

 
Bagian Kedua 

Prinsip 
 

Pasal 2 
 

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip: 

a. keterpaduan; 
b. berdaya guna; 

c. koordinasi; 
d. akuntabilitas; 

e. aksesibilitas; 
f. kenyamanan; dan 
g. bebas dari pungutan liar. 

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan pengintegrasian proses 

penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu 
sistem. 

(3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak 
menimbulkan biaya tinggi bagi 

masyarakat/pelanggan. 
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak 
berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 

(satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan 
terkoordinasi dengan misi yang sama untuk 
memberikan pelayanan yang tebaik bagi masyarakat. 

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui 

Sistem Pelayanan Terpadu benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-

undangan. 
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(6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang 
mudah untuk mendapatkan pelayanan. 

(7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f merupakan pelayanan yang diberikan mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan. 

(8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan 

terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak 
seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. 

 
Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 
Pasal 3 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Penyelenggaraan; 
b. Sumber Daya Manusia; 
c. Manajemen; 

d. Tanggung Jawab Penyelenggara dan Organisasi 
Penyelenggara; 

e. Pembiayaan; 
f. Pelaporan; dan 

g. Monitoring dan Evaluasi. 
 

BAB II 

PENYELENGGARAAN 
 

Pasal 4 
 

(1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP. 
(2) Pelayanan MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta 
pelayanan BUMN dan/atau BUMD dan/atau Swasta. 

(3) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, 

BUMD, dan Swasta berdasarkan kesepakatan yang 
dituangkan dalam Nota Kesepahaman.  

(4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama 
antara Kepala Dinas dan pihak pengguna MPP dalam 

rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, 
termasuk pengunaan ruangan dalam gedung dan 

sarana prasarana/fasilitas.  
(5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung 

dan sarana prasarana/fasilitas sebagimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(6) Penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung 
untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

 
(1) Organisasi Penyelenggara yang dapat bergabung 

dalam MPP, meliputi: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Perangkat Daerah Provinsi; 

c. Perangkat Daerah; 
d. Badan Usaha Milik Negara; 

e. Badan Usaha Milik Daerah; 
f. Perbankan; 

g. Swasta; dan  
h. Organisasi Penyelenggara lainnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Organisasi 

Penyelenggara yang bergabung dalam MPP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
 

BAB III 
SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Pasal 6 
 

(1) Penyediaan sumber daya manusia, 
pengadministrasian kepegawaian dan pembinaannya 

dalam penyelenggaraan MPP pada masing-masing 
jenis layanan menjadi tanggung jawab masing-masing 
Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang 

memberikan pelayanan. 
(2) Penambahan/pengurangan sumber daya manusia 

pada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara 
dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-

masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

BAB IV 
MANAJEMEN  

 
Pasal 7 

 
(1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang 

mengelola operasional MPP bertugas 

mengoordinasikan dan mengelola operasional MPP. 
(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyusun standar 
prosedur operasional, standar pelayanan dan tata 

tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Pengendali manajemen dapat membuat laporan yang 

memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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BAB V 

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA DAN  
ORGANISASI PENYELENGGARA 

 
Pasal 8 

 

Setiap Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara 
bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-
masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 9 
 

Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP dapat bersumber 
dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

b. Sumber dana lain sah dan tidak mengikat. 
 

BAB VII 
PELAPORAN 

 
Pasal 10 

 

(1) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil penyelenggaraan 
MPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara 

berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik. 

 

BAB VIII 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
Pasal 11 

 
(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala 

setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh 

Tim MPP; 
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Tim MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 12 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran. 

 

 Ditetapkan di Parigi 
 Pada tanggal 15 September 2022 

 BUPATI PANGANDARAN, 
 

 ttd. 
 
 H. JEJE WIRADINATA 

 
Diundangkan di Parigi 

Pada tanggal 15 September 2022 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 
 
 ttd. 

 
KUSDIANA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 70 

 


